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Abstract

When a person needs a medical action the persdémgavilo the hospital or the doctor's office
to ask for help in handling the health constraihts is facing. But if such medical action
harms the patient for any mistakes, omissions ok laf prudence, then the need to provide
legal protection against the patient who loses tiedical treatment. The results of the study
show BM Hospital and the team of doctors accoumetablthe TN, because: BM Hospital is
legally responsible for all losses caused by neglge made by health personnel, ie doctors
working in the hospital, based on Article 46 the House Law Pain and Article 1367
KUHPer. The team of BM Hospital physicians is l&gaksponsible for providing four
injections of anesthesia that are not in accordamgth professional standards, standard
operating procedures, and not referring patientsotber doctors who have better skills or
abilities, pursuant to Article 51 of the Medicaldetice Law.

Keywords: Liability, Hospital, Medical Actions

Abstrak

Ketika seseorang memerlukan tindakan medis makagotersebut akan pergi ke Rumah
Sakit atau tempat praktek dokter untuk memintaop@rgan dalam menangani kendala
kesehatan yang sedang dihadapinya. Tetapi apaiizkan medis tersebut merugikan pasien
atas kesalahan, kelalaian atau kurangnya kehasifhatmaka perlunya memberikan

perlindungan hukum terhadap pasien yang mendapdtkangian dari tindakan medis

tersebut. Hasil penelitian menunjukan Rumah Sakit d&an tim dokter bertanggung gugat

terhadap TN, karena: Rumah Sakit BM bertanggunglmsecara hukum terhadap semua
kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dik&n oleh tenaga kesehatan yaitu tim
dokter yang bekerja di Rumah Sakit tersebut, bartas Pasal 46 UU Rumah Sakit dan
Pasal 1367 KUHPer. Tim dokter Rumah Sakit BM begtmmg jawab secara hukum karena
memberikan suntikan pembiusan sebanyak empat kalg yidak sesuai dengan standar
profesi, standar prosedur operasional, dan tidakujume pasien ke dokter lain yang

mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih Hmekjasarkan Pasal 51 UU Praktik
Kedokteran.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Rumah Sakit, Tindakan Medis
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PENDAHULUAN

Seorang pasien wanita berinisial TN berusia 37 rtadiduga menjadi korban
malpraktik di Rumah Sakit yang berinisial RumahiSBM di Bandung. Dugaan malpraktik
ini berawal dari operasi kuret yang dijalaninya 204lu. Saat itu TN mengalami keguguran
sehingga harus menjalani operasi kuret. Saat dpekas dimulai TN diberi empat kali
suntikan pembiusan, alasannya diberikan suntikarerk@at karena suntikan pembiusan
pertama hingga ketiga tidak berdampak apapun kepabaSetelah suntikan keempat TN
baru mulai tidak sadarkan diri. Operasi dilakukan 8erjalan lancar, namun saat mulai sadar
TN merasa sakit di bagian lengannya lalu tangamilyari boorwater. Khususnya di bagian
sekitar pergelangan tangan bekas lokasi suntikag kaempat, ketika TN masih mengeluh
kesakitan pada pergelangan tangannya, dokteah sakit BM memberikan keterangan
bahwa sakitnya pergelangan tangan hanya sebatksbefsan. Ketika TN menanyakan
mengenai penggunaan boorwater yang di kompreskata gangannya, Berdasarkan
keterangan yang dia dapat bahwa obat tersebut slildeding sejak 1999 lalu.

Sejak saat operasi itu telah selesai TN sering mkgaéan rasa sakit pada
pergelangan tangannya, TN melakukan kontrol unteknariksakan rasa sakitnya ke Rumah
Sakit BM. Oleh Rumah Sakit BM dirujuk ke Rumah $aknmanuel, Oleh dokter di
Immanuel diperiksa dan dokter kaget kenapa tangasangat dingin. Seiring berjalannya
waktu tangan kanannya semakin parah, sehingga p&adoruari 2017 jari telunjuk dan ibu
jari tangan sebelah kanan harus diamputasi, kayaraf jaringan tangan TN sudah mati dan
membusuk yang mengharuskan pihak Rumah Sakit Imehamengambil tindakan amputasi.

Atas kejadian tersebut TN melayangkan gugatan kepadnah Sakit BM melalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kotmluBg didampingi Himpunan
Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI), Jalan Mastrankaa Bandung, Selasa tanggal 4
April 2017. Sementara itu, Ketua himpunan HLKI FamTurmantara mengatakan sudah
mencoba membantu TN menyelesaikan masathpada 31 Maret 2017 dengan

dilakukannya mediasi yang dihadiri pihak Rumah Sdé&n TN, namun tidak menemui titik
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temu. Kemudian 1 April 2017 pihaknya juga mencolEmmdiasi agar masalahnya segera

selesai, namun pihak Rumah Sakit tidak datang.

1. Tujuan Pendlitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggguagat rumah sakit BM dan tim
dokter atas tindakan pembiusan total di pergelangagan TN yang berakibat syaraf jaringan

tangan mati dan membusuk sehingga dua jari haamspditasi.

2. Manfaat Pendlitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan dapmrmanfaat bagi pengembangan
ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan. Dari gegktis, diharapkan dapat dijadikan
sebagai pedoman bagi Pemerintah, Majelis Kehormdtdaris, Notaris dan aparat Penegak
Hukum serta warga masyarakat terhadap tanggund gugah sakit BM dan tim dokter atas
tindakan pembiusan total di pergelangan tangan @&hjg\berakibat syaraf jaringan tangan

mati dan membusuk sehingga dua jari harus diamiputas

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatigka metode yang digunakan
adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untekcari pemecahan atas isu hukum
yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akamapmhi kemudian adalah memberikan
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas ikunhwyang diajukan.Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undan@atute approacly pendekatan
konseptual onceptual approagh dan pendekatan histaftigstorical approachfMetode
analisis bahan hukum didasarkan pada bahan hukumemprberupa perundangan-
undangandikumpulkan dengan metode inventarisaskad@gorisasi. Bahan hukum sekunder
dikumpulkan dengan sistim kartu catataar(l sistery baik dengan kartu ikhtisiar (memuat

ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis ldasapokok gagasan yang memuat pendapat

"https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3464Rebkilangan-ibu-jari-dan-telunjuk-tina-gugat-rs-
bersalin-di-bandung, Diakses pada tanggal 14 mEr 208ukul 20.00
2Peter Mahmud MarzukiPenelitian Hukum Kencana Prenada Media Groulakarta, 2005Hal.

113,,
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asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk metncatatan pokok permasalahan); serta

kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusnslisg.

PEMBAHASAN

Wanita berinisial TN menjalani operasi kuret di RaimBakit BM karena mengalami
keguguran yang mengharuskan menjalani operasi .ktta@t tersebut memberikan tugas
kepada Rumah Sakit BM untuk memberikan pelayanasehatan terhadap TN karena
berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Sakit yangudidatiam Pasal 5 huruf a UU Rumah
Sakit, yaitu: “Penyelenggaraan pelayanan pengobg@mulihan kesehatan sesuai dengan
standar pelayanan Rumah Sakit” , hal ini memberé&adinbahwa Rumah Sakit BM termasuk
sebagai salah satu penyelenggara pelayanan keseglzatg harus mengutamakan kegiatan
pengobatan, pemulihan terhadap pasiennya berdagaekan, tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Rumah Sakit BM juga memiliki kewajiban dalam pemeygjgaraan pelayanan yang
aman dan bermutu terhadap TN sesuai dengan kateRtasal 29 ayat 1 huruf b UU Rumah
Sakit, yaitu: “Memberikan pelayanan kesehatan yamgn, bermutu, antidiskriminasi, dan
efektif dengan mengutamakan kepentingan pasieraisdsngan standar pelayanan Rumah
Sakit”.

Tim dokter Rumah Sakit BM saat melaksanakan opduast terhadap TN, telah
melakukan perjanjiatransaksi terapeutikerlebih dahulu.Transaksi terapeutiknerupakan
perjanjian antara dokter dengan pasien , berupangam hukum yang melahirkan hak dan
kewajiban bagi kedua belah pih&lRerjanjian tersebut yaitu TN meminta bantuan medis
terhadap dirinya yang mengalami keguguran dan datiteRumah Sakit BM menerima
perjanjian tersebut dan mendapatkan persetujudnTdie untuk melakukan tindakan medis
yang diperlukan terhadap TN.

Dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KaditiRa, dikenal adanya dua

macam perjanjian, yaitu:

1. Inspanningsverbintenjsyakni perjanjian upaya, artinya kedua belah pijakg
berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk melkaju apa yang
diperjanjikan.

2. Resultaatverbintenjsyakni suatu perjanjian bahwa pihak yangjaog akan

3 Bahder Johan Nasutiohlukum Kesehatan Pertanggungjawaban DakRineka Cipta, Jakarta,
2013, Hal. 11-13.
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memberikan suatu resultaat, yaitu suatu hasil ygaga sesuai dengan apa yang
diperjanjikan®

Dalam perjanjian TN dengan dokter Rumah Sakit BMskipun perjanjian tersebut
adalah perjanjian upaydanépanningsverbintenjs dan upaya dalam perjanjian TN dengan
dokter telah terlaksana pada operasi kuret yangjban untuk melakukan tindakan medis
bagi TN yang mengalami keguguran. Dari tindakargydiawali dengan suntikan pembiusan
untuk terlaksananya operasi tersebut, timbul selieabgian fisik yang di luar dari tujuan
TN yang datang untuk menjalani operasi kuretptetaendapatkan kerugian di luar dari
tujuan yang di perjanjikan yaitu pada telunjuk daunjari tangan kanannya.

Dokter tidak dapat menolak dan melepas tanggun@ghadengan alasan sudah
berdaya usaha dengan dasar memakai perjamspanningsverbintenis Memang benar
dokter melakukan segala tindakan medis dengarmlaya upaya semaksimal mungkin,
apabila usaha yang dilakukannya tersebut di bawahdar profesi dan standar prosedur
operasional maka dokter tersebut tidak dapat migadalasan berdaya upaya bila telah
melakukan kelalaian atau ketidak hati-hatiseangy berkaitan dengan kemampuan dan
keahlian yang kurang baik dalam melakukan tindakedik tersebut.

Tim dokter yang melakukan tindakan operasi terha@ipharuslah dokter yang
memiliki suatu keilmuan dan kompetensi sesuai denBasal 1 ayat (11) UU Praktik
Kedokteran, yaitu: “Profesi kedokteran atau ked@ktegigi yang dilaksanakan berdasarkan
suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melagndodikan yang berjenjang, dan kode
etik yang bersifat melayani masyarakat”.

Tim dokter yang menangani TN harus memperhatikan rdalaksanakan tindakan
operasi tersebut sesuai dengan standar professtdadar prosedur operasional berdasarkan
ketentuan Pasal 50 huruf b UU Praktik Kedokteratuy “Memberikan pelayanan medis
menurut standar profesi dan standar prosedur apeed’s Penjelasan Pasal 50 UU Praktik
Kedokteran dapat di artikan bahwa, yang dimaksudyae Standar Profesi adalah “batasan
kemampuan knowledge, skill and professional attityd@inimal yang harus dikuasai oleh
seorang individu untuk dapat melakukan kegiatarfegionalnya pada masyarakat secara

mandiri yang dibuat oleh organisasi profesijang dimaksud dengan standar prosedur

4 1bid.,
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operasional adalah suatu perangkat instruksi/langgwagkah yang dibakukan untuk
menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentandar prosedur operasional memberikan
langkah yang benar dan terbaik berdasarkanseisus bersama untuk melaksanakan
berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dilmlelt sarana pelayanan kesehatan
berdasarkan standar profesi”.

Memahami standar profesi yang menjadi ukuran tejhdon dokter Rumah Sakit
BM, maka tim dokter memiliki batasan kemampuan ydingawah dari standar profesi dalam
hal pengetahuan disertai kemampuan dalam melaktikdakan pembiusan, yang pada
pelaksanaannya standar prosedur operasionalnyl trdamberikan langkah yang benar
dengan dilakukannya suntikan pembiusan sebanyalatekali tersebut yang tidak tepat dan
akurat dalam melaksanakannya.

Dokter Rumah Sakit BM dalam melakukan tindakan pas#m saat operasi kuret
terhadap TN mempunyai kewajiban melakukan tindakasebut dengan standar yang telah
di tentukan pada Pasal 51 huruf a UU Praktik Keéelak, yaitu: “Memberikan pelayanan
medis sesuai dengan standar profesi dan standsgdunooperasional serta kebutuhan medis
pasien”.

Apabila dokter yang menangani TN dalam melakukartilsan pembiusan tersebut
tidak mampu melakukan pembiusan dengan benar lkaralthkan kepada dokter lain yang
lebih ahli dalam melakukan pembiusan, hal ini sedeagan pasal 51 huruf b UU Praktik
Kedokteran, yaitu: “Merujuk pasien ke dokter ataktdr gigi lain yang mempunyai keahlian
atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mamplakukan suatu pemeriksaan atau
pengobatan”.

Pasal 51 huruf b UU Praktik Kedokteran menunjukahwa tindakan tim dokter
Rumah Sakit BM tidak mempunyai keahlian atau kemampyang baik dalam melakukan
tindakan pembiusan tersebut, seharusnya doktezbigrdidak meneruskannya saat merasa
tidak mampu dan mengganti dokter yang lebih ahlardabidangnya untuk melakukan
suntikan pembiusan tersebut.

TN sebagai pasien memiliki hak mendapatkan pelayggabermutu dan efektif di
Rumah Sakit BM sesuai dengan Pasal 32 huruf d UbhdRuSakit, yaitu: “Memperoleh

layanan kesehatan yang bermutu sesuai desgmrdar profesi dan standar prosedur
3¢



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 2 Nomor 1, April 2018

operasional’. Hak TN sebagai pasien berdasarkaal Bashuruf e UU Rumah Sakit, yaitu:
“Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sepangasien terhindar dari kerugian fisik
dan materi”, maka dari Pasal 32 huruf e UU RumakitSai dapat dikatakan bahwa TN
datang ke Rumah Sakit BM bertujuan untuk melakuéparasi kuret tetapi ada kerugian
fisik lain yang timbul disaat proses operasi teusdierlangsung akibat dari pelayanan yang
tidak efektif dan efisien saat terjadinya suntik@mbiusan tersebut.

Pada saat operasi kuret tersebut dilaksanakan dokter Rumah Sakit BM
melakukan tindakan yang diluar standar profesimguymemberikan pembiusan sebanyak
empat kali yang merugikan pergelangan tangan TNik&eoperasi tersebut selesai TN
merasakan lengannya kesakitan khususnya di bagkitaispergelangan tangan bekas lokasi
suntikan pembiusan yang keempat.

Karena ada kerugian fisik yang diperoleh oleh Tidng awalnya hanya ingin
melakukan tindakan operasi kuret saat kegugurapitehendapatkan kerugian akibat dari
kesalahan dokter yang melakukan pembiusanngakaempat kali, mengakibatkan jari
tangan TN harus di amputasi. Dari kasus TN ini tlajpekatakan tindakan dokter tesebut
telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapaintakan tanggung gugat terhadap
tim dokter dan Rumah Sakit BM.

TN dapat mengajukan gugatan kepada Rumah Sakit &Mtich dokter yang telah
melakukan tindakan medis tersebut berdasarkan halerp Pasal 32 huruf g UU Rumah
Sakit yaitu: “Menggugat dan/atau menuntut RumahitSagabila Rumah Sakit diduga
memberikan pelayanan yang tidak sesuai dergjandar baik secara perdata ataupun
pidana”. TN dapat menggugat Rumah sakit BM dan diakter dengan dasar gugatan
perbuatan melanggar hukum karena telah merugikanydi sebagaimana diatur dalam
ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yaitu: “Tiap pedouanelanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yargra salahnya menimbulkan kerugian
itu, untuk mengganti kerugian tersebut”.

Karena kasus ini di akibatkan oleh dokter tidak akekan sesuai standar profesi,
tidak memberikan suntikan pembiusan secara benar mi@ngakibatkan TN harus

mengamputasi jarinnya, maka berdasarkan Ph366 KUHPerdata “Seseorang harus
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bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yhlaggukannya dengan sengaja, tetapi
juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati”.

Rumah Sakit BM turut bertanggung jawab atas tindaka dokter yang berada di
bawah pengawasan dan bekerja untuk Rumah SakiteBd¢lut, hal ini berdasarkan Pasal
1367 KUHPerdata, yaitu: “Seseorang harus membergemtanggungjawaban tidak hanya
atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannyadsentetapi juga atas kerugian yang
ditimbulkan dari tindakan orang lain yang beradbadiah pengawasannya”. Dikaitakan
dengan Pasal 46 UU Rumah Sakit yaitu: “Rumah Saditanggung jawab secara hukum
terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas dafal yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan di Rumah Sakit”.

Rumah Sakit BM turut bertanggung jawab atas kelalajang dilakukan oleh tim
dokternya dikaitkan dengan prinsiicarious Liability yaitu tanggung gugat yang timbul
akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya. Rwgakih BM turut bertanggung jawab
karena adanya hubungan personalia dan mutu pergopang dilakukan oleh tim dokter di
Rumah Sakit BM, antara lain:

a. Tanggung jawab terhadap personalia
Hal ini berdasarkan hubungan “majikan-karyawamiubungan ini, dahulu
bersifat universal dan negara kita sampai kini md&@rlaku berdasarkan KUH
Perdata Pasal 1366 jo 1365 jo 1367. Di dalam tamggawab ini termasuk
seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit.

b. Tanggung jawab profesional terhadap mutu penigokatau perawatan
Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian pelayanasekatan,baik oleh dokter
maupun oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnys ferdasarkan ukuran
standar profesi. Dengan demikian, maka secaraigutighah sakit bertanggung
jawab apabila ada pemberian pelayateure and care” yang tidak lazim atau
dibawah standar.

Unsur-unsur yang dapat dipakai sebagai dasargajuan tuntutan perbuatan

melawan hukum adalah sebagai berikut:

a. Ada perbuatan melawan hukum;

b. Ada kerugian;

c. Ada hubungan kausalitass antara perbuatan melamkauum dan kerugian;
d. Ada kesalahah.

5> Cecep TriwibowoEtika dan Hukum KesehataNuha Medika, Yogyakarta, 2014, Hal. 65.
5 Anny Isfandyarie,Tanggung Jawab Hukum dan sanksi bagi dokter buRuestasi Pustaka, Jakarta,
2006, Hal. 11.
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Dari unsur-unsur diatas bersifat kumulatif yangnge harus terpenuhi semuanya,
apabila tidak terpenuhi salah satu tidak dapattalidean sebagai perbuatan melawan hukum.
Pengajuan tututan perbuatan melanggar hukum tephéida dokter Rumah Sakit BM
memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum keetdas Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Ada perbuatan melanggar hukum, tim dokter RurBakit BM melakukan
pelanggaran hukum vyaitu pelanggaran standar pnggessebagai dokter yang
tidak melakukan dengan benar, tidak berbuat derng#ii saat melakukan
suntikan pembiusan dengan pengetahuan dan keafdrag harus dimilikinya
karena tindakan pembiusan merupakan suatu keaddisunai dengan pendidikan
yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar sprasgandar prosedur
operasional dan juga melanggar hak pasien dariglaruisik yang timbul dari
akibat tindakan tersebut.

2. Ada kerugian, kerugian yang timbul yaitu matean imateril, kerugian materil
yaitu TN telah kehilangan keuntungan penyembuhahat@p dirinya yang
awalnya mengeluarkan biaya untuk operasi kuret,umamendapatkan kerugian
fisik lainnya pada telunjuk dan ibu jari tangan edlah kanan akibat dari suntikan
pembiusan operasi, TN mengeluarkan biay&ontrol, pengobatan yang
dijalaninya untuk tangannya sehingga mengeluarkagabyang cukup banyak
dan biaya dilakukannya amputasi terhadap gaelinjuk dan ibu jari tangan
sebelah kanan, terhalangnya pekerjaan yang menkgunfangsi jari dalam
mencari mata pencahariannya.

Kerugian imateril yaitu kerugian kehilangan bagian telunjuk dan ibu jari

tangan sebelah kanan yang tidak dapat di kembasigperti semula, kesenangan
hidup dimana jari telunjuk dan ibu jari tangan dabekanan kehilangan fungsi
dalam melakukan segala kegiatannya sehari-hariinydoul rasa tidak percaya
diri sebagai wanita yang tidak memiliki jari teluRj ibu jari di sebelah tangan

kanannya.
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3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan mel&wimm dan kerugian, yaitu
akibat dari kelalaian tim dokter Rumah SaBM yang tidak sesuai standar
profesi pada saat dilakukannya suntikan pembiusamengakibatkan seiring
berjalannya waktu syaraf jaringan tangan TN mati deembusuk sehingga jari
telunjuk dan ibu jari tangan sebelah kanan harasgutasi.

4. Ada Kesalahan, kesalahan dari tim dokter Rumakit 8M vyaitu kelalaian
melaksanakan tugasnya yang tidak sesuai dersgandar profesi, standar
prosedur operasional, memberikan suntikan pembiugamng berulang kali
sebanyak empat kali pada saat operasi kuret.

Dengan demikian yang bertanggung gugat atas kerugaag di alami oleh TN
adalah Rumah Sakit BM dan tim dokter ngiegat Rumah Sakit adalah instansi
pelayanannya dan tim dokter merupakan tenaga kieselyang bekerja di dalam Rumah
Sakit tersebut. Bentuk tanggung jawabnya berup# gagi terhadap pasien sebagai korban
dari kelalaian tim dokter pada saat melakukan pelag medis.

Secara teoritis penggantian kerugian terhadap BN oRumah Sakit BM dan tim
dokter sebagai akibat dari suatu perbuatan meldwéwom dikelompokan ke dalam dua
bagian, yaitu kerugian materil dan immateril. Keamgmateril adalah kerugian yang nyata
diderita oleh pemohon, yaitu berupa nilai nominahg yang telah dipakai oleh pihak pasien
TN selama membayar biaya pengobatan, kontrol dgputsi. Kerugian immateril adalah
kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan digedl@h pemohon di kemudian hari atau
kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkieridna oleh pemohon di kemudian
hari, yaitu kerugian setelah diamputasinya adasaarmmalu kehilangan jari telunjuk dan ibu
jari tangan kanannya, tidak dapat lagi melakukakegaannya secara maksimal saat
menggunakan peran jari telunjuk dan ifar, tidak dapat melakukan hobi yang

menggunakan peran jari telunjuk dan ibu jari, skegiatan lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Rumah Sakit BM bertanggung jawab secara hukum deghaemua kerugian yang

ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleimaga kesehatan yaitu tim dokter yang
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bekerja di Rumah Sakit tersebut, berdasarkan REsaJU Rumah Sakit dan Pasal 1367
KUHPer. Tim dokter Rumah Sakit BM bertanggung jawabara hukum karena memberikan
suntikan pembiusan sebanyak empat kali yang tiéskias dengan standar profesi, standar
prosedur operasional, dan tidak merujuk pasiendkted lain yang mempunyai keahlian atau
kemampuan yang lebih baik, berdasarkan Pasal 51 Pddktik Kedokteran. Perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh tim dokter Rur8akit BM memenuhi unsur-unsur
berdasarkan Pasal 1365 KUHPer.

2. Saran

Rekomendasi yang ditawarkan adalah Rumah Sakidditer harus menjaga mutu
dan kualitas pelayanan terhadap pasien, agar paseétapatkan pelayanan yang aman,
bermutu, efektif, efisien, sesuai dengan kebutulmadlis, terhindar dari kerugian fisik dan
materi. Masyarakat dalam memilih institusi pelayakasehatan, harus memilih tempat yang

memiliki pelayanan yang baik, terpercaya dan profes.
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